
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentut<an 
Oaerah-Oaerah Kabupaten dafam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Benta Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang· Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 T ahun 1950 
tentang PembentlJkan Daerah-Daereh Kabupa!en Oalam 
Lingkungan Prop,nsi Ojawa Baral (Lembaran Negara Republlk 
lndones1a Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndones,a Nornor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndones,a Tahun 2004 
Nomor 5 Taml>ahan t.embaran Negara Repubik lndones,a 
Nomor 4355) 

c. bahwa berdasatkan pertimbangan sebagaimana drnaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas m.aka penyesu-atannya tersebut 
perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupab. 

a. bahwa sesuai Pasal 171 ayal (1) dan ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara 
Pemberian dan Pemaniaatan lnsenttt Pungutan Paiak Oae<ah 
dan Retribusi Oaerah, maka terhadap ,nstans, pelaksana 
pemungutan retnbusi daerah diberikan lnsen!Jf yang diberikan 
sebagai penghargaan atas kinerjany-a daJ.am mefaks.analcan 
pemungutan ratribusi d-aerah: 

b. bahwa lnsenfif Pemungutan RembuSI Daerah semula telah 
dftetapl<an mefafui Peraturan Bupau Bekasi Nomor 4 
Tahun 2013, namun pelak$anaannya perfu di!injau dan 
disesuaikan kembali; 
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PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI DAERAH. 

M E M U TU S KAN: 

9. Pera!uran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahtln 2011 
tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sekasi 

, T ahun 2011 Nomor 6): 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asi Nornor 3 Tahun 2013 
tentang RetnbUSJ Perpaniangan lz,n Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Warga Negara Asing ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekas, Tahun 2013 Nomor 3 ). 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekasi Nomor 7 T ahun 2009 
1en1ang Ofg3nlsasi Perangkat Daerah Kabupaten Bebsi 
(Lemberan Oaerah Kabupaten Bekasr Tahun 2009 Nornor 7) 
s.ebaga1mana telah beberapa ka-fi di ubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupa!en Bekas, Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nornor 7 
T ahun 2009 !emang Otganisasi Perangka! Oaerah Kabupaten 
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahtln 2012 
Nomor8), 

7. Peraturan Daer ah Kabupaten Bekasi Nomor 6 T ahun 2008 
1en,ang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahtln 2008 Nomot6): 

6. Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor 13 Tahu.1 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diul:>ah tera<hir dengan Peraturan Menteri Oatam 
Negeri Nomot 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas 
Pe,aturan Menten Oalam Neger, Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

5. Pera1uran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pembetian 
dan Pemanfaatan tnsent~ Pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomot 119). 

3. _.,,.=a,,g-Unclang Nome>- :n Talluo 2004 1..ntang P~o 
Dae!art lembara.n Negara Reput>fik lndooesaa Tahun 2004 
1-iomor 125 T ambanan t.emcaran Negara Republu< Indonesia 
"""'or 4437). sel:>aga,mana telal\ beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang·Un<iang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2.004 
tentang Pemerimah.an Oaerah (Lembarati Neg$ra Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republ1k Indonesia Nomor4844): 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Paiak Oaerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130. Taml:>ahan Lembaran Negara Republik 
lndones,a Nomor 5049): 

Menetapkan 

- 



a Bupati Bekasi dan Wakd Bupati Bekasi; 

b Sekretaris Oaerah Kabupaten Bekasi, 

c. Pejabat dan pegawa1 oaca SKPD pelaksana pemungu'I retribuSJ sesuai dengan 

tanggung jawab masing--masing 

(1) lnsentif diberikan kepada SKPO pelaksana pemungutan retribust 

(2) lnsentif sebaga,mana dimaksud pada aya1 {1) dibayall<an kepada. 

Pasal2 

PENERIMA INSENTtF PEMUf>IGUTAN RETRIBUSI 

BAB II - 

9 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek pajak dan retribusi pe,,entuan besamya paJak atau retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak atau retnbusi kepada Waiib Pajak atau wajib Retnbusi serta 
pengawasan penyetorannya 

8. Relribusi Oaerah adalah pungutan Oae<ah sebagal pembayaran atas jasa atau pembenan 
irln tertentu yang khusus dised,akan dan1atau dit>erlkan Oleh Pemenntah Oaerah untul: 
kepentmgan orang pnbad1 atau Badan. 

7. lnsentif pemungutan retnbusi daerah yang selanjutnya d.sebut msentif adaiah tambahan 
penghasRan yang diberikan sebagai penghargaan atas kineria tertentu dalam 
melaksanakan pemungutan cerribusL 

6 Satuan Kerja Perangkat Oae,ah pelaksana pemungutan relribUsi yang selanjutnya 
disebut SKPO petaksana odalah SKPO d, hngkungan Pemenntah Oaerah yang 
me!aksanakan pemungut.an retribusi daerah. 

5 Koordinator penge!ola keuangan daerah adalah Sekretans Oaerah yang merupakan 
pejabat yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 

< Penanggung jawab pet1gelola keuangaa daerah adalah Bupati dan Waka Bopati yang 
merupakan pejabat yang bertanggung iawab dalarn pengelolaan keuangan clael'ah 

Oa!am Peraturan Bupatl in.. yang dimaksud de<>gan : 

1 Oaerah adalah Kabupaten Bekasi 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupab Bekasi dan Perang!<at Daerah sebagai unsur 
penyelengga.ra Pemerintah Oaerah 

Pasal 1 

KETENTUAf>I UMUM 

SABI 



a Rencana penerimaan retribusi per Uiwulan dltetapkan sebagai berikut. 
1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh perseratus) 
2. sampai dengan triwulan II : 45% (empal puluh Hrna perseratus) 

3. sampai dengan triwulan Ill 70% (tujuh puluh perseratus) 

4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus} 
b Apabila cada akhir triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh petSeratus) atau leblh. 

insenbf diberikan pada triwu1an II: 
c, Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dan 20% (dua puluh persecatus). insenlif 

tidak diberikan pada awal tri..wlan II; 
d, Apabila pada akhir triwulan II realisasi meneapal 45% (empat puruh fima perseratus). 

insentif diberikan untut< tnwuJan I yang belum dibayarkan pada triwulan II: 
e, Apabila paca akhir tr!wu!an II realisasi kurang dari 45% (empat puluh 1,ma perseratus). - insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan tu; 
f. Apabila pada a~hir lriwulan Ill realisasi kurang dari 70% (tUJuh puluh pe,seratus). lnSentii 

tida.k dlb&nkan pada awal ttiwulan IV; 
9. Apabila pada akhir triwulan tll realisasi mencapai 70% (tujuh pu!uh pe,seratus) alau lebih, 

insenbf diberikan pada triwutan IV; 
h. Apabila pada akhir tnwulan IV real,sasi mencapai 100% (seratus perseratus) auiu leblh. 

insentif diberikan untut tnwtJlan yang belum dibayarkan: 

,. Apabila pada akhir triwulan IV realisas, kurang dari 100% (seratus perseratus) te!ap1 lebih 

dari 70% (tuJuh puluh perseratus), lnsentif diberikan untuk triwulan Ill dan ttiwulan 
sebelumnya yang belum d1bayarkan_ 

K,nerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pencapaian rencana 
penerimaan retribusi yang drtetapkan dalam Anggaran Pendapau,n dan Belanja Daerah, yang 
d•Jabarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut 

Pasai4 

I I SK?O peta~ -,ngut rembus1 d1ber,,an ,nsentif apabda mencapa, kineqa tertenlu. 

2 Pemberian insenn' sebaga,mana d,maksud pada ayat (1) d1bayarkan setiap tnwulan pada 
awal tnwvlan benkutnya ya.ng dthdung berdasa<kan tahepan penerjme tiap 1entS Retnbu$i: 

yang relah d1setor ke Kas Oaerah. 
'3J Dalam nal target klnerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut 

dibayarkan pada awal tnwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja tnwulan 

yang ditentukan. 
(4) Oalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penenmaa.n ticlak tercapat. tidak 

membatalkan ,nsentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 

?asa 3 



(2) Penganggaran insentil pemungutan retriboSl sebagalmana drmaksud pada aya, (1) 

drketompokkan ke datam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja 

pegawaJ, obyek belanJa 1nsentif pemungutan retri.busi serta rincian obyek oe!anJa retnbusl. 

(1) Kepala SKPO petaksana pemungu, retribus, menyusun penganggaran iosenlil 

pemungutan rellibusi berdasarl<an ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal G. 

BABV 

PENGANGGARAJII DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasaf 8 - 

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dirraksud pada Pasal 2 dan besamya 
epembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) <frtetapl<an dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

:2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapl<an melalu, Angga,an 
Pendapatan dan Belanja Oaerah tahun aoggaran berkenaan. 

11 6esarnya insentif d,tetapl<an sebesar 5% (lima perseratus) yang dihijung dari rencana 
penenmaan retnbos, daerah yang telah disetorkan ke Kas Oaerah 

BABIV 
BESARAN INSENTIF 

Pasal6 

n.sentif bersumber dan pendapaian retribus1 s.ebaga1ma.na telah dttetapk.an dalam Perctti.,ran 
Qaerah yang mengatur mengenaj jents dan besaran retribusL 

BAB Ill 

SUMBER INSENTIF 
Pasal 5 



ASANAH YASIN 

- 
Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 3 hlmu:.-1 2e1 • 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Bupat1 11"11 
dengan penempatannya dalam Senta Daer ah Kabupaten Bel<as,. 

Peraturan Bupati mt mutai berlaku pada tanggaJ diundangkan_ 

Pasal 12 

Oeo.gan ditetapkannya peraturan im. maka Peraturan Supati Bekasi Nomor 4 Tahun 2013 

:entang lnsentif Pemungutan Retribusi Oaerah dieabut dan dinyatal<an tidak ber1al<u lagL 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pembenan insentif diberikan tefhitung mulai bu1an Januan 2014 

BABVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Penanggungjawaban pembena.n lnsentif d1lakukan sesuai deng.an ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasa'9 


